
 

 

107 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Buku 
 

 
Albdulkaldir Muhalma ld.Hukum daln Penelitialn Hukum. Ba lndung: PT. Citra l 

Alditya l Ba lkti, 2004. 

Albu Huraleralh, Child Albuse (Kekera lsaln Terha lda lp A lna lk), Ba lndung: 
Nualnsa l Penerbit, 2006. 

Alchmald Alli, Mengualk Teori Hukum (Legall Theory) daln Teori Peraldilaln 
(Judiciallprudence) Terma lsuk Interpretalsi Undalng-Undalng 
(Legisprudence), Cetalka ln ke-1, Jalka lrta l: Kencalnal Prenalda l 
Medial Group Algustus, 2009. 

Alkhmald Jenggis P, 10 Isu Globa ll Di Dunial Isla lm, (Yogyalka lrta l: NFP 
publishing, 2012)  

Abintoro Pralkoso,Kriminologi da ln Hukum Pidalnal, Lalksba lng Gra lfika l,  
Yogyalka lrtal 2013. 

Albdussallalm dkk, Hukum Perlindunga ln Alna lk (Ja lka lrta l: PTIK, 2016) 

Alrif Gosita l, Ma lsa llalh Perlindunga ln Alna lk,Ctk Perta lmal,Alka ldemika l 
Presindo, Jalkalrta l,1985. 

B.Sima lndjuntalk, “Pengalnta lr Kriminologi daln Pa ltologi Sosiall”, Ba lndung, 
1981. 

Ba lrdal Na lwalwi, Alrif,  Bunga l Ralmpa li Kebijalka ln Hukum Pidalna l, Ra lja l  
Gra lfindo, Ja lkalrta l, 2007. 

Ba lgong Suyalnto, Alna lk Perempualn Ya lng Dilalcurka ln; Korbaln Eksploitalsi 
di Industri Seksuall Komersiall, Yogyalka lrta l: Gra lha l Ilmu, 2012.  

Beni Alhmald Sa lebalni, Sosiologi Hukum, Ba lndung: Cv. Pusta lka l Setia l, 
2007 

Benihalrmoni Halrefa l, Ka lpita l Selekta l Perlindungaln Hukum Ba lgi Alna lk 
(Yogyalka lrta l: Deepublish,2016,) 

Fiqih Supalrdin, Peraldilaln Alga lma l di Indonesial: Rekonstruksi Malteri 
Perkalra l      Tertentu (Malka lssa lr: Allaluddin Universty Press, 
2014)  

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, S.H., M.Kn, I Gusti Agung Mas Rwa 



 

 

108 

Jayantiari, S.H., M.Kn, Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., 
M.Si, Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H., M.H, Anak Agung Istri Ari 
Atu Dewi, S.H., M.H, I Nyoman Wita, S.H., M.H, Sosiologi 
Hukum, Pustaka Ekspresi, Bali, 2017. 

Irwa lnsyalh daln Alhsa ln Yunus, Penelitialn Hukum : Pilihaln Metode & Pralktik  
Penelitialn Alrtikel, Mirral Bua lna l Medial:Yogya lkalrta l, 2020. 

Muslaln Albdurralhma ln, Sosiologi Daln Metode Penelitialn Hukum, (Ma lla lng: 
UMM Press, 2009)  

Mukti Fa ljalr ND daln Yulialnto Alchma ld, Duallisme Penelitialn   Hukum 
Normaltif & Empiris, Ctk.Ketiga l, Pusta lka l Pelaljalr, Yogya lkalrta l, 
2015. 

M. Nurul Irfa ln, Hukum Pidalna l Isla lm, Ceta lkaln Perta lma l,Ja lka lrta l : Almza lh, 
Ma lret 2016. 

M. Na lsir Dja lmil, Alna lk Buka ln Untuk Dihukum, Sinalr Gra lfika l, Ja lka lrta l, 
Nalshrialna l, “Perlindungaln Hukum Ba lgi Alna lk di Indonesial”, 
Ja lkalrta l: PT Ra ljalGra lfindo Persalda l, Ja lkalrta l, 2013. 

P Joko Suba lgyo, “ Metode Penelitialn da llalm Teori da ln Pra lktek”, Rineka l 
Ciptal, Ja lka lrta l, 1999. 

Soerjono Soekalnto, Fa lktor-fa lktor Ya lng Mempengalruhi Penegalka ln 
Hukum, CV. Ra ljalwa lli, Jalka lrta l, 1986. 

Susa lnto,” Kriminologi”, Genta l Publishing, Yogyalka lrta l, 2011 

Topo Sa lntoso, da ln Alchja lni Zulfal, Eva l,Kriminologi, Jalka lrta l: Ra lja l Gra lfindo 
Persalda l, 2001. 

Peraltura ln Perunda lng-Unda lnga ln 

Undalng-Undalng Nomor 4 Ta lhun1979 Tenta lng Kesejalhterala ln a lnalk 

Peraltura ln Pemerinta lh Nomor 31 Ta lhun1980 tentalng Pena lnggulalngaln  
Gelalnda lngaln daln Pengemis 

Undalng-Undalng Nomor 39 Ta lhun1999 tenta lng Halk Alsa lsi Ma lnusial 

Undalng-Undalng Nomor 23 Ta lhun2002 Tenta lng Perlindungaln Alna lk 

Undalng-Undalng Peberalnta lsa ln Tindalk Pida lnal Perda lgalngaln Ora lng 
Nomor 21 Talhun2007  

Undalng-Undalng Nomor 11 Ta lhun2012 tenta lng Sistem Peraldilaln Alna lk 



 

 

109 

Undalng-Undalng Nomor 35 Ta lhun2014 tenta lng perlindungaln a lna lk, Pa lsa ll 
1 a lngkal 1. 

Peraltura ln Da leralh Kota l Mka lssa lr No. 2 Ta lhun 2008 Tenta lng Pembinalaln 
Alna lk jalla lnaln, Gela lndalngaln, Pengemis, da ln Pengalmen Kotal 
Ma lkalssa lr 

Peraturan Daerah No. 18 Tahun2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial 

Peralturaln Wallikota Makassar Nomor 91 Tahun2016 tentang 
kedudukan, susunan organisasi, tugas daln fungsi serta tata 
kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan daln Perlindungan 
Anak (DPPPAl). 

 

Website 

Ba ldaln Pusa lt Sta ltistik Ta lhun2021 

Ba ldaln Pusa lt Sta ltistik Ta lhun2022 

Kpa li.go.id 

https://id.m.wikipedial.org./wiki/Kota l_Ma lkalssa lr 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

110 

1.yang menjadi solusi terhadap permasalahan eksploitasi anak oleh orang 
tua di Kota Makassar adalah dengan mengoptimalkan upaya-upaya dan 
program-program Pemerintah Kota Makasssar yang telah ada dan 
keterlibatan semua pihak untuk mendukung terselenggarakannya 
perlindungan anak. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi 
permasalahan eksploitasi anak oleh tua adalah sebagai wujud dari 
implementasi Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008  Tentang 
Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota 
Makassar. 
a ldal beberalpa l lalngkalh pembinalaln untuk menalnggulalngi keberalda la ln 
merekal di ja llalna ln ya lkni pencegalha ln, pembinala ln lalnjuta ln, da ln usa lhal 
rehalbilitalsi 

 
2.upaya Pemerintah Kota Makassar belum optimal, hal tersebut dilihat dari 
kasus eksploitasi yang ada di Kota Makassar, anak-anak yang di 
eksploitasi oleh orangtuanya tidak mendapat pendidikan karena 
keterbatasan ekonomi keluarganya. Bantuan yang diberikan Pemerintah 
Kota Makassar belum sampai pada penanganan untuk menanggulangi 
masalah eksploitasi anak oleh orang tua. Hal tersebut berTentangan 
dengan yang tertuang dalam peraturan dasar negara yang berbunyi: 
-“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 
(1) UUD 1945)”. “Setiap warga negarawajib mengikuti pendidikan dasar 
dan Pemerintah   wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945)”. 
Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Makassar untuk membiayai 
pendidikan dasar bagi anak-anak yang kurang mampu seperti anak-anak 
yang dieksploitasi oleh orangtuanya di Kota Makassar. Ketentuan Pasal 
59 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan 
bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, 
salah satunya anak yang tereksploitasi secara ekonomi. 
 
3.Penegakan dan perlindungan hukum di Kota Makassar terhadap anak 
masih sangat lemah. Akibatnya, pelaku kasus eksploitasi anak seperti tak 
kapok dan muncul dengan berbagai modus operandi. Perbaikan ekonomi 
dan penegakan hukum harus dilakukan bersamaan untuk menyelamatkan 
anak Indonesia. 
 
4.Tertuang pada halaman 121-123 Berdasarkan analisis peneliti di-atas 
maka upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar 
dalam menangani eksploitasi anak jalanan di Kota Makassar oleh orang 
tua yakni : 
a. Mengoptimalkan upaya-upaya dan program-program Dinas Sosial 

Kota Makassar untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi anak 
oleh orang tua; 

b. Keterlibatan semua pihak untuk mengatasi permasalahan eksploitasi 
anak oleh  orang tua, meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, serta 
Lembaga-lembaga terkait permasalahan anak; 
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c. Sosialisasi lewat media cetak dan elektronik mengenai eksploitasi anak 
serta penanganan langsung ke lokasi korban anak yang dieksploitasi 
oleh orang tuanya; 

d. Koordinasi antara Dinas Kota Makassar dengan pihak-pihak terkait 
untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua; 

e. Program EXCEED (Eliminate Exploitive Child Labour through 
Education and Economics Development) diantaranya: menarik anak 
yang bekerja di jalanan, memperkuat implementasi kebijakan dan 
penguatan lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
terhadap dampak buruk pengeksploitasian anak; 

f. Mensosialisasikan tidak hanya kepada orang dewasa namun 
pemahaman juga harus dilakukan kepada anak-anak agar mereka 
tahu bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang anak; 

g. Seluruh aparatur perangkat Pemerintahan Kota sampai ke tingkat RT 
harus memahami perundangan, peraturan dan kebijakan nasional dan 
daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak sehingga eksploitasi 
anak dapat ditanggulangi semua pihak; dan 

h. Sebaiknya Dinas Kota Makassar memberi keterampilan/kursus (seperti 
menjahit/berdagang) kepada orang tua yang mengeksploitasi anaknya, 
sehingga dengan bekal keterampilan tersebut mereka dapat 
mempunyai pekerjaan sendiri dan tidak akan mengeksploitasi anak-
anaknya. 

i. Tentunya hal ini memerlukan anggaran yang cukup, baik untuk modal usaha 
maupun untuk memberikan kursus keterampilan. Namun demikian, hal ini 
merupakan salah satu solusi efektif dalam mengatasi eksploitasi anak oleh 
orang tua. Selain itu, solusi-solusi tersebut sudah sesuai dengan peranan 
Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan, Pengemis, daln Pengamen Kota Makassar, yang sadar 
sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi aktif dan penuh tanggung 
jawab dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam menangani 
permasalahan eksploitasi anak oleh orang tua di Kota Makassar 

 
 Ada 2 Teori yang saya gunakan pak antara lain 
1.Teori perubahan hukum dalam masyarakat oleh beni ahmad saebani 
2.Teori efektivitas hukum oleh ahmad ali dan soerjono soekanto 
 
Alasan memilih teori perubahan perilaku hukum dalam masyarakat  
Teori sosiologi hukum untuk melihat perilaku masyarakat terkhusus 
pada orang tua yang menjadi penyebab eksploitasi anak jalanan di 
kota makassar dengan menggunakan teori perubahan perilaku hukum 
dalam masayarakat yang dimaksud teori ini yakni melihat apa faktor atau 
penyebab terjadi perubahan perilaku orang tua yang seharusnya 
memberikan perlindungan dan tempat nyaman bagi anak, tapi  
kenyatannya mereka mengeksploitasi anak di jalan, dan sesuai fokus 
pembehasan ini faktor penyebab orang tua mengeskploitasi anak di 
jalanan 
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Alasan memlilih teori efeltivitas hukum ini digunakan untuk menguji 
perda nomor 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Kota Makassar ini telah 
sesuai dengan tujuan  dibentuknya perda tersebut atau apakah sdh 
berjalanan sesuai dengan pembentukan perda tersebut, maka teori 
efektitaslah yang digunkakan dalam pembahasan ini 
 
Pengertian pengertian 

1.Ora lngtual a lda lla lh a lya lh da ln/a lta lu ibu ka lndung, a lta lu a lya lh da ln/alta lu ibu tiri, 
a lta lu a lya lh daln/a lta lu ibu a lngkalt. Sa lla lh sa ltu kewa ljibaln ora lngtual a lda lla lh 
melindungi alna lk. 
2.Eksploitalsi a ldalla lh pengusalha la ln, pendalya lgunala ln, a lta lu pema lnfa lalta ln 
untuk keuntungaln sendiri. a lta lu pemeralsa ln tena lga l a lta ls diri ora lng la lin 
merupalka ln tindalka ln yg tida lk terpuji. 
3.Alna lk a lda llalh seseoralng ya lng belum berusial 18 ta lhun, terma lsuk a lna lk 
ya lng malsih dalla lm ka lndungaln. Alnalk sebalga li balgia ln da lri generalsi muda l 
ya lng merupalka ln penerus cital-cital perjualngaln balngsal daln sumber dalya l 
ma lnusial ke depaln.   
4. Seda lngkaln menurut Saltjipto Ra lha lrdjol, “Sosiologi Hukum sebalgali ilmu 
hukum yalng mempelalja lri fenomenal hukum” 
5. Sosiologi Hukum bertujualn untuk memberikaln penjelalsaln terha ldalp 
pralktik-pra lktik hukum. Sosiologi Hukum berusalhal untuk menjelalska ln 
mengalpal pra lktik ya lng demikialn itu terjaldi, seba lb-sebalbnyal, fa lktor-fa lktor 
a lpal sa lja l ya lng mempengalruhinyal, la lta lr belalka lngnyal, da ln sebalga linya 
6. makna eskplisit di utarakan secara tegas dan berterus terang 

1. Pasal 6 pembinaan dan pencegahan 

1. (1)  Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau 
masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah 
penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di 
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;  

2. (2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :  
a. pendataan;  
b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; c. sosialisasi; 
d. kampanye.  

3. (3)  Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 
ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi 
kemasyarakatan, organisasi sosial dan instansi terkait;  

4. (4)  Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak 
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan 
pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Walikota.  

 

BAB VI SANKSI  

Pasal 51  

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini akan 
dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi 
gelandangan dan pengemis;  
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2. Gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, 
terdiri atas pengemis usia produktif 18 – 59 tahun dan pengemis usia lanjut 
60 tahun ke atas;  

3. (Pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan cara 
interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang 
mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau 
melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat 
dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang 
bukti di Pengadilan;  

4. Setiap gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) pasal ini yang ditemukan di tempat umum yang melakukan 
kegiatan mengemis akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti 
rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;  

5. Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia produktif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berupa :  
a. pembinaan dan pengendalian dilakukan untuk menghalangi mereka agar 

tidak turun ketempat umum yang dilakukan oleh petugas;  
b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan 

pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum untuk 
selanjutnya di rehabilitasi;  

c. pengembalian dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan 
pengemis yang berasal dari daerah lain; 

d. bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c kemudian selanjutnya 
masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).  

6. Sanksi bagi gelandangan dan pengemis usia lanjut sebagaimana dimaksud 
ayat (2) pasal ini, berupa :  
a. pembinaan dengan cara menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat 

umum yang dilakukan oleh petugas;  
b. pengambilan dapat dilakukan oleh petugas terhadap gelandangan dan 

pengemis yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk 
selanjutnya di rehabilitasi seumur hidup dalam sistem panti sosial (Panti 
jompo).  
 

Pasal 52  
1. Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini 

akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan 
bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan;  

2. Pembinaan bagi pengamen juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, 
identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar 
mereka tidak melakukan kegiatan mengamen di jalanan yang disaksikan oleh 
aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai 
barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengamen dimaksud;  

3. Sanksi kepada pengamen yang mengamen di jalanan dilakukan penyitaan 
peralatan musik dan dapat dilakukan pemusnahan;  

4. Penyitaan peralatan musik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini 
tidak dapat dikembalikan kepada pengamen yang bersangkutan;  
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5. Setiap pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang 
ditemukan di jalanan yang melakukan kegiatan mengamen akan dikenakan 
hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;  

6. Pengamen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi 
berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui sistem panti dan luar 
panti paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2);  

7. Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini yang 
terkena razia untuk ketiga kalinya dapat dikenakan hukuman kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah);  

8. Proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dilakukan oleh 
aparat hukum.  
 

Pasal 53  

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah ini 
akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan 
bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan;  

2. Pembinaan bagi pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau 
panti asuhan juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi serta 
membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan 
mengemis di tempat umum yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas 
dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan 
yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;  

3. Setiap pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang 
ditemukan mengemis di tempat umum, akan dilakukan konfirmasi 
kelembagaan kepada lembaga yang merasa dirugikan yang selanjutnya 
dilakukan tindakan penarikan dan pengambilan dokumen sebagai barang 
bukti pelanggaran;  

4. Sanksi pembinaan bagi pimpinan lembaga yang berdasarkan bukti bahwa 
pelaku tersebut adalah lembaga sosial atau panti asuhan yang bersangkutan, 
akan dikenakan sanksi berupa peringatan secara tertulis, kemudian 
selanjutnya akan dikenakan sanksi pencabutan surat izin keterangan tanda 
terdaftar dan pencabutan subsidi panti, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial 
Kota Makassar;  

5. Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini kemudian 
ternyata pimpinan lembaga masih melakukan tindakan eksploitasi, dengan 
sengaja menyuruh dan/atau memerintahkan anak binaannya untuk 
melakukan kegiatan mengemis maka kepadanya akan dikenakan sanksi 
eksploitasi yang merujuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak;  

6. Sanksi bagi pihak yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti 
asuhan berdasarkan bukti pelanggaran bahwa pelaku tersebut melaksanakan 
atas nama pribadi atau kelompok tertentu, maka akan dikenakan sanksi 
sebagai tindak pidana penipuan dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana.  

7. Sanksi bagi pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal 
dari luar daerah dan/atau diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan akan 
dilakukan pemulangan ke daerah asal.  
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8. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasal ini apabila tidak memiliki 
kemampuan untuk membiayai pemulangan ke daerah asalnya, maka 
kepadanya akan dikenakan sanksi kurungan maksimal 3 (tiga) bulan.  

 
Pasal 54  

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini 
diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;  

2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : 
a. sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,-(satu juta 
lima ratus ribu rupiah).  
b. sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.  

3. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh 
petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan bukti 
pelanggaran dengan hasil rekaman elektronik, kamera atau tertangkap 
tangan oleh petugas tim gabungan;  

4. Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 
ini apabila tidak dapat dilakukan oleh tim gabungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) pasal ini maka dapat dilakukan proses lanjut melalui jalur 
hukum;  

5. Tata cara pelaksanaan penanganan sanksi sebagaimana di maksud ayat (3) 
pasal ini, akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.  

 
Pasal 55  

1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah ini 
diancam sanksi berupa denda dan/atau ancaman pidana kurungan;  

2. Pembinaan bagi pengguna jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan 
dan atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut 
diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu 
lintas, dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar 
mereka tidak melakukan tindakan yang sama maksimal tiga kali dan 
perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang 
dapat memberatkan pelaku;  

3. Sanksi denda dan acaman kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini adalah kurungan paling lama 1 ( satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);  

4. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan 
oleh petugas tim gabungan yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan bukti 
pelanggaran apabila pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 
ayat (2) tertangkap tangan oleh petugas tim gabungan;  

5. Sanksi denda dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
apabila tidak dapat dilakukan oleh tim gabungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) maka dilakukan proses lanjut melalui jalur hukum sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
 
Pasal 56  
1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 Ayat (3) dan (4) Peraturan 

Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman 
kurungan;  
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2. Pelaku eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eksploitasi 
yang dilakukan oleh orang tua, ibu dan/atau bapak dan eksploitasi yang 
dilakukan oleh orang lain;  

3. Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan hukuman pembinaan 
selama 10 (sepuluh) hari dalam sistem panti rehabilitasi sosial;  

4. Pembinaan bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi juga dilakukan dengan 
cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan 
eksploitasi kembali kepada anaknya yang disaksikan oleh aparat dan/atau 
petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di 
Pengadilan;  

5. Bagi pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain tidak dikenakan 
hukuman pembinaan;  

6. Sanksi terhadap orang tua dan atau orang lain selaku pelaku eksploitasi 
dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak diancam hukuman kurungan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), 
sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.  

 
Pasal 57  
1. Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini 

akan dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman kurungan bagi pengemis 
penyandang kusta dan eks kusta;  

2. Sanksi bagi pengemis penyandang kusta dan eks kusta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengendalian untuk 
menghalangi mereka agar tidak turun ke tempat umum yang dilakukan oleh 
petugas;  

3. Pembinaan bagi pengemis penyandang kusta juga dapat dilakukan dengan 
cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang 
mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis dan/atau 
melakukan kegiatan ekonomi di tempat umum yang disaksikan oleh aparat 
dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang 
bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengemis dimaksud;  

4. Pengambilan dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks 
kusta yang melakukan aktifitas mengemis di tempat umum untuk selanjutnya 
dikembalikan ke tempat pemondokannya;  

5. Pengembalian dilakukan oleh petugas terhadap penyandang kusta dan eks 
kusta yang berasal dari daerah lain;  

6. Bagi penyandang kusta dan eks kusta yang telah memperoleh pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) kemudian selanjutnya 
masih didapati melakukan aktifitas mengemis akan diancam hukuman 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.  

 
Pasal 58  
1. (1)  Proses hukum sebagaimana dimaksud pada pasal (51), (52), (53), (54), 

(55) (56) dan (57) dilakukan oleh aparat hukum berdasarkan laporan Dinas 
Sosial dan Satpol PP;  

2. (2)  Denda sebagaimana dimaksud pada pasal (51), (52), (53), (54), (55) dan 
(56) di setor ke kas daerah.  
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